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PUTUSAN

Nomor 0147/Pdt.G/2015/PA.Blu

passy alll Gal piz)l

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Baradatu,

Kabupaten Way Kanan, sebagai "Penggugat",

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
Karyawan Toko, tempat tinggal di Kecamatan Baradatu,

Kabupaten Way Kanan, sebagai "Tergugat";
Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-

saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA
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Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2015
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Nomor
0147/Pdt.G/2015/PA Blu, telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap

Tergugat dengan uraian sebagai berikut :

1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada
tanggal 02 Juni 2014 di rumah orang Penggugat, yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baradatu,
Kabupaten Way Kanan sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah
Nomor : 172/06/V1/2014, tertanggal 02 Juni 2014;

2 Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama
suka, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda cerai
dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang
isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

3 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami
isteri namun belum dikaruniai anak;

4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
Dusun Srikatun RT.001 RW. 009 Kampung Gunung Katun Kecamatan
Baradatu Kabupaten Way Kanan sampai dengan tanggal 02 Juli 2015;

5 Bahwa pada awal membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
damai, namun sejak 5 bulan berumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai

terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
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a. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya hidup ekonomi
rumah tangga sehari-hari, sehingga masih ditanggung oleh orangtua

Penggugat;

b. Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan

Tergugat tidak pernah terbuka dalam segala hal kepada Penggugat;

6 Bahwa pada tanggal 02 Juli 2015, dengan sebab Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat tampa pamit dan tampa alasan yang jelas yang berakibat antara
Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat tetap tinggal di
rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas,
sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana
alamat Tergugat tersebut diatas yang sampai dengan sekarang sudah berjalan
lebih kurang lebih 1,5 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan
nafkah lahir dan batin;

7 Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga
Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat,
akan tetapi tidak berhasil;

8 Bahwa sikap dan prilaku Tergugat seperti tersebut, Penggugat tidak sanggup
lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak
mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan

lebih baik bercerai;
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Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim memeriksa dan

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat;

3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir
sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain
sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berita acara pemanggilan
Tergugat Nomor 0147/Pdt.G/2015/PA.Blu, Tergugat telah dipanggil secara resmi

dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka upaya
mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim telah
berusaha menganjurkan kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat,
akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, lalu oleh Majelis Hakim pemeriksaan
perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal

gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan
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Umpu dengan register perkara Nomor 0147/Pdt.G/2015/PA .Blu. yang pada pokok

isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan

bukti-bukti berupa:

A Surat-surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor
172/06/V1/2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, tanggal 02 Juni
2014, telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan
aslinya oleh Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, kemudian oleh
Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode

bukti P;

B Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD,
bertempat tinggal di Dusun Srikatun, RT.01, RW.09, Kampung Gunung
Katun, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, selaku Ayah Kandung
Penggugat, di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
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- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah

pada bulan Juni tahun 2014, di Kecamatan Baradatu;

- Bahwa saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus

duda cerai;

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal menikah rukun
dan damai, namun sejak bulan September 2014 rumah tangga Penggugat
dan Tergugat tidak rukun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran,
penyebabnya karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bertanggung
jawab biaya hidup keluarga, dan Tergugat temperamental suka marah

kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli

tahun 2015 hingga sekarang;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan

Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PTPN 7,
Pendidikan SMP, bertempat tinggal di RT.001, RW.001, Kampung Bandar

Dalem, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, selaku Sepupu
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Ipar Penggugat, di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah

pada bulan Juni tahun 2014, di rumah orang Penggugat di Baradatu;

- Bahwa saat pernikahan Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat

berstatus duda cerai;

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal menikah rukun
dan damai, namun sejak bulan Oktober 2014 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tidak rukun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran,
penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab biaya hidup
keluarga karena tidak mempunyai pekerjaan tetap dan Tergugat kurang

menghargai Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli

tahun 2015 hingga sekarang;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan

Tergugat, tetapi tidak berhasil;
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Bahwa atas keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat

menyatakan telah cukup terhadap alat buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang
pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sebagaimana dalil

gugatannya sekaligus mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat wuraian putusan ini ditunjuk
kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini,

yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti

diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah istri sah dari
Tergugat berdasarkan bukti P yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah,
Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan secara islam, maka Penggugat

memiliki Legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut
pada surat gugatannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama
Blambangan Umpu, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir

telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan
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Agama Blambangan Umpu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara
ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain
untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidak
hadiran Tergugat tersebut tidak berdasar suatu halangan yang sah, meskipun telah
dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir,
berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. perkara ini akan diperiksa dan diputus tanpa

hadirnya tergugat/ verstek;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat sehingga tidak dapat
didengar keterangan atau jawaban Tergugat, maka atas kehendaknya sendiri
Tergugat telah menghilangkan haknya untuk menjawab dalil gugatan Penggugat
dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tidak

terbantahkan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat
hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah tidak hadir dan juga tidak
mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka upaya mediasi
tidak dapat dilaksanakan namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha

menasehati Penggugat supaya bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap

Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga
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Penggugat dengan Tergugat telah terjadi tidak rukun dan tidak harmonis,

disebabkan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa perkara perceraian ini termasuk perkara khusus (Lex
Specialis) dan untuk melepaskan ikatan perkawinan tersebut tidak hanya semata-
mata berdasarkan pengakuan saja, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam
Tahun 1991, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengarkan

keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi
masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang
menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah namun
rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran disebabkan
Tergugat kurang bertanggung jawab biaya hidup keluarga karena tidak
mempunyai pekerjaan tetap dan Tergugat kurang menghargai Penggugat, adalah
fakta yang didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil gugatan
Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat
materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 Rbg. Sehingga keterangan
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat

bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan

keterangan saksi-saksi di muka persidangan serta semua alat bukti yang ada telah
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dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan lainnya, maka Majelis

Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

e Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada
tanggal 02 Juni 2014, di Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan;

¢ Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

e Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal menikah rukun dan
damai, namun sejak bulan Oktober 2014 telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab biaya hidup
keluarga karena tidak mempunyai pekerjaan tetap dan Tergugat kurang

menghargai Penggugat;

e Bahwa sejak bulan Juli tahun 2015 sampai dengan sekarang Penggugat
dengan Tergugat telah berpisah rumah, dan sudah tidak ada hubungan

sebagai layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah
sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah
tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah,
penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat

terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
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Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 ayat (1)
RBg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu
bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat

(verstek);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat
telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, oleh sebab itu gugatan

Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1), (2) dan
(3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah
diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim
memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan
kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan
salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh

pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
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Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan

kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil

syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

[

Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

4  Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu
untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan
Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat

dilangsungkan;

5 Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada Hari Kamis tanggal 17
September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1436 Hijriyah,

oleh Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang terdiri dari H. Rohmat,
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S.Ag., MH. sebagai Ketua Majelis, HM. Kusen Raharjo, S.HI, MA., dan
Maswari, S.HI. sebagai Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri
oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan Husniatun Aini, S.Ag, S.HI. sebagai

Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Rohmat, S.Ag., MH.

Hakim Anggota I Hakim Anggota II

HM. Kusen Raharjo, S.HI., MA. Maswari, S.HI.

Panitera Pengganti

Husniatun Aini, S.Ag, S.HI.

Perincian biaya perkara:
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Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
Biaya Panggilan : Rp  500.000,-
Biaya Proses : Rp 50.000,-
Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
Biaya Materai : Rp 6.000,-

M N

Jumlah : Rp  591.000,-
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